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ABSTRAK 

IRENZA AVIN SARI UMAR. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar 

Pajak Terhadap Peningkatan PBB di Kota Makassar. Dibimbing oleh Muhammad 

Yusuf Saleh, dan Faridah.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi 

masyarakat dalam membayar Pajak terhadap peningkatan PBB di Kota Makassar. 

Dalam penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat 

dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota 

Makassar selama periode tahun 2018-2022 mengalami perubahan yang sangat 

fluktuasi, hal ini terbukti dari terjadinya kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. 

Dapat dilihat dari persentase potensi wajib pajak, yaitu 54,39%, 57,81%, 53,78%, 

52,56%, 55,77%  oleh karena itu, diharapkan dari pihak petugas pajak maupun 

wajib pajak dapat bersama-sama meningkatkan partisipasi masyarakat dengan 

melakukan sosialisasi terhadap pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.  

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan  
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ABSTRACT 

IRENZA AVIN SARI UMAR. Analysis of Public Participation in Paying Taxes on 

the Increase of PBB in Makassar City. Supervised by Muhammad Yusuf Saleh and 

Faridah  

This study aims to find out how public participation in paying taxes on 

the increase in PBB in Makassar City. In research using descriptive qualitative 

method.  

The results of the study show that the level of community participation 

in paying land and building taxes at the Regional Revenue Agency for the City of 

Makassar during the 2018-2022 period has experienced very fluctuating changes, 

this is evident from the increases and decreases every year. It can be seen from 

the percentage of potential taxpayers, namely 54.39%, 57.81%, 53.78%, 52.56%, 

55.77%. Therefore, it is expected that the tax officers and taxpayers can jointly 

increase community participation by conducting socialization on the importance 

of paying Land and Building Tax. 

 

Keywords: Community Participation, Land and Building Tax 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Suatu Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan dana 

yang besar untuk membiayai segala kebutuhan pelaksanaan pembangunan. 

Meningkatkannya kebutuhan pembangunan mendorong untuk meningkatkan 

pendapatan dan bersikap jujur dalam mengelola setiap pendapatan masuk maupun 

mengelola setiap pengeluaran. Pembangunan merupakan suatu upaya yang 

dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama 

memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas 

manusia secara efektif dan efesien. Pajak memiliki dua jenis fungsi, sebagai 

penerimaan yaitu sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam 

Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran Negara yaitu 

pengeluaran rutin dan pembangunan. Serta fungsi mengatur, yaitu sebagai alat 

untuk mencapai tujuan dibidang keuangan dalam bidang ekonomi, politik, budaya 

dan pertahanan keamanan. 

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan terbesar bagi negara. Aspek 

penunjang dalam keberhasilan serta pencapaian tujuan pembangunan nasional 

adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, serta ketersediaan dana untuk 

pembangunan, baik itu yang bersumber dari pajak maupun non pajak. Negara 

dalam menjalankan roda pemerintahannya memerlukan dana yang cukup besar 

untuk dapat mensukseskan pembangunan nasional. 
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Pemungutan pajak dalam ketentuan khusus perundang undangan yakni 

Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan. Dimaksudkan pula sebagai wajib pajak adalah orang pribadi atau 

badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 

perpajakan. Salah satu jenis pajak di Indonesia yakni pajak Bumi Bangunan 

(Lena, 2012: 7). Pajak bumi bangunan tersebut merupakan penerimaan pajak oleh 

negara melalui APBN. Namun pada tahun 2013 pajak tersebut telah dipungut oleh 

pemerintah daerah menjadi pajak daerah, hal tersebut sebagaimana tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah. 

Untuk mengoptimalkan pendapatannya, negara perlu menghimpun dana 

semaksimal mungkin dari sektor pajak, dan mengelola dana tersebut dengan baik. 

Pajak pusat dan pajak daerah merupakan sumber penerimaan negara. Salah satu 

pajak yang cukup potensial adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan 

Perdesaan atau yang dikenal PBB. PBB  merupakan salah satu jenis pajak daerah 

yang dikenakan atas tanah dan bangunan. 

Partisipasi masyarakat sangatlah penting karena dengan semakin banyak 

masyarakat patuh dalam pembayaran pajak serta ikut berpartisipasi maka akan 

berdampak pada penerimaan daerah yang semakin besar. Namun pada 

kenyataanya beberapa hal yang ditemukan di lapangan mengenai keengganan 

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembayaran pajak yakni cenderung 

pada tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pajak 
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bumi bangunan, tingkat pendapatan masyarakat serta sikap masyarakat yang 

dalam hal ini diinterpretasikan dalam sikap kesadaran masyarakat. Ketiga faktor 

tersebut sangatlah penting dalam meningkatkan kemauan masyarakat dalam 

membayar pajak. 

Faktor yang menghambat dalam membayar pajak adalah kurangnya 

partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak 

yang menyebabkan pembayaran pajak tidak berjalan dengan efektif. Adanya 

sebagian besar masyarakat sebagai pajak yang tidak memenuhi kewajibannya 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan otomatis merupakan hambatan dalam 

pemungutan pajak. Adanya sebagian masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan, bukanlah usaha nyata dari masyarakat, namun karena kondisi 

masyarakat yang kurang berpartisipasi untuk membayar pajak atau bahkan tidak 

tahu fungsi pembayaran pajak itu sendiri. 

Adapun data partisipasi masyarakat Kota Makassar dalam membayar pajak 

dari Tahun 2018-2022 yaitu pada tahun 2018 wajib pajak yang membayar pajak 

sebanyak 197.653, tahun 2019 sebanyak 203.696, tahun 2020 sebanyak 191.542, 

tahun 2021 sebanyak 191.266, dan tahun 2022 sebanyak 207.469.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam 

Membayar Pajak Terhadap Peningkatan PBB di Kota Makassar” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ”Bagaimana Partisipasi Masyarakat 

Dalam Membayar Pajak Terhadap Peningkatan PBB Di Kota Makassar?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar 

Pajak Terhadap Peningkatan PBB Di Kota Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain dapat memberikan masukan 

bagi beberapa pihak sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan penulis dalam bidang akuntansi 

perpajakan mengenai partipasi masyarakat dalam membayar pajak terhadap 

peningkatan pajak PBB di Kota Makassar. 

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah 

kota Makassar khususnya aparat pengelola pajak kota Makassar dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak agar dapat 

meningkatkan penerimaan pajak PBB. 

3. Bagi Akademis 
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Sebagai bahan pertimbangan dan penambah pengetahuan terutama dalam 

bidang akuntansi dan sebagai pengembangan penelitian bagi peneliti yang 

akan melaksanakan penelitian sejenisnya. 

E. Lingkup Penelitian 

Dari latar belakang yang sudah peneliti uraikan diatas, maka lingkup 

penelitian dari penelitian ini meliputi : 

Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Terhadap Peningkatan 

Pajak PBB di Kota Makassar. 

F. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi tiga bab yang 

saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama dalam penelitian 

ini akan didahului dengan halaman sampul, halaman pengesahan, dan daftar isi.  

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab yaitu : latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian, dan 

sistematika pembahasan.  

Pada bab kedua atau tinjauan pustaka dan kerangka teori memuat uraian 

lengkap tentang kajian teori pada penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka 

piker, dan hipotesis yang relevan dan terkait dengan penelitian ini.  

Pada bab ketiga atau metode penelitian memuat secara rinci mengenai 

metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, 

populasi dan sampel, instrument penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber 

data, teknik analisis data, definisi operasional, dan jadwal penelitian yang 

terstruktur. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL 

A. Perspektif Teori 

1. Pengertian Partisipasi 

Menurut Andriani (2018) Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan 

seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan 

pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan 

atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam 

hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, Partisipasi berarti 

ikut serta dalam mengikuti dan menyertai suatu kegiatan. Selain itu, partisipasi 

juga merupakan keikut sertaan    dalam mengambil bagian dari kegiatan 

masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.  

Menurut Mikkelsen (Dalam Mira Adriani 2018) mengelompokkan partisipasi 

menjadi sebagai berikut:  

a) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa 

ikut serta dalam pengambilan keputusan. 

b) Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk 

meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi 

proyek-proyek pembangunan. 

c) Partispasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa 

orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan 

kebebasannya untuk melakukan hal itu. 
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d) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan 

para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar 

supaya memperoleh informasi mengenai kontks local, dan dampak-

dampak sosial . 

e) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, 

kehidupan, dan lingkungan.  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah 

keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara umum atau sedapat mungkin 

dengan pemerintah dalam hal memberikan aspirasi dan bantuannya dalam 

rangka meningkatkan, dan memperlancar, dan mempermudah keberhasilan 

suatu usaha yang telah ditetapkan.  

2. Pengertian Masyarakat 

Menurut Purwaningsih (2020 : 41) menyatakan bahwa Masyarakat merupakan 

sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan segala kebudayaan 

dan kepribadiannya. Diperlukan seperangkat aturan dan norma agar masyarakat 

hidup dengan harmonis dan dijadikan kesepakatan semua anggota masyarakat 

untuk dipegang dan dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan bersama.  

Menurut Ralph Hinton,masyarakat memeiliki arti sekelompok manusia yang 

telah bekerja dan hidup berdampingan dengan kurun  waktu yang tidak singkat 

yang menyebabkan mereka mampu merumuskan secara jelas batas-batas social 

dalam mengatur diri mereka sendiri mereka juga menganggap diri mereka sebagai 

kesatuan sosial. 
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu 

kesatuan masyarakat yang hidup bersama dalam suatu lingkungan yang 

menghasilkan kebudayaan dan diatur oleh adanya cara-cara tertentu yang 

merupakan suatu aturan. 

3. Partisipasi Masyarakat 

Dalam (Amin et al., 2018) Partisipasi Masyarakat merupakan masyarakat yang 

terlibat dalam menetukan arah,skema dalam kebijakan kegiatan,mengemban 

tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan,serta memperoleh hasil dan 

manfaat secara menyeluruh.Keterlibatan masyarakat pada hakekatnya adalah 

partisipasi dan keterlibatan masyarakat luas atau dengan pemerintah semaksimal 

mungkin  dalam hal membantu untuk 

meningkatkan,mempercepat,memfalisitasi,dan memastikan pencapaian  dengan 

tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang ditetapkan. 

Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah 

keikutsertaan setiap warga negara secara aktid dimana dibutuhkan kesadaran dan 

tanggungjawab serta ketepatan waktu masyarakat dalam membayar pajak berupa 

Pajak Bumi dan Bangunan yang di sesuaikan berdasarkan luas tanah dari wajib 

pajak yang bersangkutan. 

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat ialah 

partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang 

didorong oleh kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam hal 

tersebut. Kesadaran keterlibatan yang dimaksud adalah sikap masyarakat dalam 
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membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam jangka waktu dan jumlah yang telah 

ditentukan.  

4. Pengertian Pajak 

Dari perpektif Ekonomi, Pajak adalah pemindahan sumber daya dari sector 

swasta (Perusahaan) ke sector publik. Pengertian Pajak berdasarkan undang-

undang No.28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang 

terutang oleh orang-orang atau badan yang memaksa dan tidak mendapatkan 

imbalan langsung yang digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  

Menurut Prof. Dr. H. Soemitro, S.H pajak merupakan iuran rakyat ke kas 

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak adanya 

timbal balik (kontra-kinerja) yang dapat ditimbulkan secara langsung dan 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Dr.Soeparman Soemahamijaya mengemukakan bahwa pajak adalah iuran 

wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan 

norma;norma hukum guna menutup baya produksi barang-barang dan jasa 

kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Bagi Negara pajak merupakan 

sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk pembiayaan Belanja 

Negara, baik belanja rutin, maupun belanja pembangunan.  

Dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur-

unsur yang yang melekat dalam pengertian pajak yaitu,pembayaran pajak harus 

berdasarkan undang-undang,sifatnya bisa dipaksakan,tidak ada kontra-prestasi 

(imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak,pemungutan pajak 
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dilakukan oleh Negara,pemerintah pusat maupun daerah,dan pajak digunakan 

untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan Pembangunan) 

untuk kepentingan masyarakat luas. 

5. Pengenaan Pajak di Indonesia 

Klasifikasi Pajak didukung oleh lembaga pemungut pajak di Indonesia dapat 

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah :  

1. Pajak Pusat 

Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam 

hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Mentri 

Keuangan. Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:  

a) Pajak Penghasilan PPh 

Pajak Penghasilan adalah jenis yang dikenakan pada orang pribadi atau 

perusahaan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun 

pajak. Poin yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomi 

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik dari luar Indonesia atau dari 

Indonesia yang kehabisan untuk menambah kekayaan atau untuk di 

konsumsi oleh wajib pajak terkait dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

Dengan demikian penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan gaji, 

honorarium, hadiah dan sebagainya.  

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan pada 

Konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Perusahaan, orang-
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orang pribadi, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak 

tersebut atau jasa kena Pajak yang dikenai PPN.  

c) Pajak Penjualan atau Barang Mewah (PPnBM) 

Selain karena PPN, atau Konsumsi Barang Kena Pajak tertentu yang 

tergolong mewah dikenakan PPnBM 

d) Bea Materai 

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan dokumen, 

seperti akta notaris, kwitansi pembayaran surat berharga serta perjanjian dan 

surat berharga yang memuat jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.  

e) Pajak Bumi dan Bangunan  

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan pada pemilikan 

atau penmanfaatan tanah ataupun bangunan. Namun seluruh realisasi 

penerimaan pajak bumi dan bangunan yang disampaikan kepada 

Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.  

2. Pajak Daerah 

Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik 

di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan hasil penerimaannya sebagai 

sumber utama APBD digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, baik 

pengeluaran rutin maupun tidak rutin pembangunan daerah. Pajak yang 

dipungut oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yaitu:  

1) Pajak Bahan Bakar Bermotor 

2) Pajak Kendaraan Bermotor 

3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
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4) Pajak Rokok 

5) Pajak Air Permukaan  

Pajak Kabupaten/Kota, meliputi : 

1) Pajak Restoran 

2) Pajak Hotel 

3) Pajak Hiburan 

4) Pajak Reklame  

5) Pajak Penerangan Jalan 

6) Pajak Mineral Bukan Logam Batuan 

7) Pajak Parkir 

8) Pajak Air Tanah  

9) Pajak Sarang Burung Walet 

10)  Pajak Bumi dan Bangunan , Perdesaan dan Perkotaan 

11)  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan  

6. Fungsi Pajak 

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan negara, terutama 

dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan 

negara untuk membiayai seluruh pengeluarannya termasuk belanja 

pembangunan.Berikut adalah 4 fungsi pajak yaitu sebagai berikut : 

1. Fungsi Budgeter/Anggaran  

Pajak merupakan salah satu alat atau sumber untuk memasukkan uang yang 

berasal dari masyarakat berdasarkan undang-undang ke dalam kas 
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negara,hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. 

Pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara.  

2. Fungsi Regularend/Mengatur 

Pajak digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan di bidang 

ekonomi,politik, social, budaya, pertahanan dan keamanan. 

3. Fungsi Stabilitas  

Pemerintah memiliki dana untuk menjalankannya kebijakan yang berkaitan 

dengan stabilitas harga sehingga terjadi inflasi yang tidak dapat 

dikendalikan. 

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan  

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk pembiayaan 

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 

sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat 

mningkatkan pendapatan masyarakat. 

7. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan pada kepemilikan atau 

pemanfaatan bumi atau bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak pusat 

tetapi hampir semuanya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

diserahkan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan atas 

bumi dan tanah bangunan di bawah hokum PBB. Pajak Bumi dan Bangunan 

adalah pajak yang dalam arti material besarnya pajak yang terutang ditentukan 
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oleh keadaan objek pajak yaitu tanah , atau bangunan (Tim Pendidikan Pajak 

Direktorat Jenderal Pajak, 2016 : 34) 

Menurut Mardiasmo (2016:381) Pajak Bumi dan Bangunan berarti bumi 

adalah permukaan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Permukaan bumi 

meliputi daratan dan perairan pedalaman (termasuk rawan, tambak, perairan) serta 

laut territorial negara Republik Indonesia. Sedangkan Bangunan adalah teknik 

konstruksi yang ditanam atau ditempatkan secara permanen di dalam tanah atau 

air.  

8. Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut UU No. 28 tahun 2009, dasar pengenaan PBB- P2 adalah nilai jual 

objek pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperole dari transaksi jual 

beli yang terjadi tentu saja. Jika tidak ada transaksi jual-beli, maka NJOP 

ditentukan melalui perbandingan harga perbandingan harga dengan objek pajak 

lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.  

NJOP bumi/tanah ditentukan berdasarkan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) 

dalam suatu Zona Nilai Tanah (ZNT). Nillai Indikasi Rata-Rata (NIR) adalah nilai 

pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona. Sedangkan 

Zona Nilai Tanah (ZNT) adalah zona geografis yang terdiri dari sekelompok 

objek pajak yang memiliki NIR yang dibatasi oleh batas penguasaan/kepemilikan 

objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa / kelurahan tanpa terikat batas.  

Sedangkan NJOP bangunan ditentukan berdasarkan nilai bangunan. Nilai 

Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) 

DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan 
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berdasarkan pendekatan biaya terdiri dari biaya komponen utama atau biaya 

komponen  bahan bangunan dan biaya komponen fasilitas gedung.  

 

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Julia Filia 

Kolatung 

(2021) 

Analisis Tingkat 

Kepatuhan wajib 

Pajak Bumi dan 

Bangunan Di 

Kota Manado 

Jenis Penelitian 

ini mengguankan 

Penelitian 

kualitatif untuk 

memahami 

fenomena 

tentang apa yang 

dialami oleh 

subjek penelitian 

misalnya 

perilakuu, 

persepsi, 

motivasi, 

tindakan dan 

lain-lain  

Berdasarkan 

penelitian 

mengenai 

Analisis Tingkat 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Bumi dan 

Bangunan di 

Kota Manado 

didapatkan 

kesimpulan 

bahwa tingkat 

kepatuhan 

masyarakat Kota 

Manado sebagai 

WP PBB sudah 

cukup baik 

dilihat dari 

realisasi 
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penerimaan 

Pajak Bumi dan 

Bangunan di 

Kota Manado 

setiap tahunnya 

mengalami 

peningkatan. 

2 Anggi 

Erlina,Elfina 

Okto 

Posmaina 

Damanik , 

dan Vtryani 

Tarigan 

(2021) 

Analisis 

Partisipasi 

Masyarakat 

dalam Membayar 

Pajak Bumi dan 

Bangunan Pada 

Kantor Badan 

Pengelola 

Keuangan Daerah 

(BPKD) Kota 

Pematangsiantar 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode kualitatif, 

yaitu penelitian 

yang digunakan 

untuk 

mengetahui 

variabel yang 

lebih tanpa 

membuat 

perbandingan 

atau 

menghubungkan 

Antara variabel 

yang satu dan 

lainnya. 

Hasil menelitian 

menunjukkan 

bahwa jumlah 

wajib pajak yang 

berpartisipasi 

dalam membayar 

pajak bumi dan 

bangunan (PBB) 

di Kecamatan 

Kota 

Pematangsiantar 

belum baik.  

3 Mariatul 

Khiptiyah dan 

Intan Putru 

Winata 

(2022) 

Pengaruh 

Kesadaran Wajib 

Pajak dalam 

Membayar Pajak 

Bumi dan 

Bangunan (PBB) 

Terhadap 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

Kualititatif 

Hasil Peneitian 

menunjukkan 

tingkat kesadaran 

wajib pajak di 

desa Serut sangat 

rendah karena 

kurangnya 
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Kepatuhan Wajib 

Pajak Di Desa 

Serut, Boyolangu, 

Tulungagung  

tingkat 

pengetahuan 

tentang pajak 

dan kurangnya 

tingkat SDM 

(Sumber Daya 

Manusia). 

4 Susanti 

wahyuningsih 

dan Yuliati 

(2018) 

Analisis Sikap 

dan Motivasi 

Masyarakat 

Terhadap 

Partisipasi 

Pembayaran 

Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) 

di Kelurahan 

Siwalan 

Kecamatan 

Gayamsari Kota 

Semarang 

Metode 

Penelitian ini 

adalah kuantitatif 

atau penelitian 

yang 

menjelaskan 

pengaruh sikap 

dan motivasi 

masyarakat 

terhadap 

partisipasi 

masyarakat. 

Hasil penelitian 

menyatakan 

bahwa Sikap 

berpengaruh 

terhadap 

partisipasi 

masyarakat 

dalam membayar 

PBB. Hal ini 

dibuktikan 

dengan nilai 

signifikansi 

sebesar 0,000 

lebih kecil dari 

0,05; motivasi 

berpengaruh 

terhadap 

partisipasi 

masyarakat 

dalam membayar 

PBB. Hal ini 

dibuktikan 

dengan 

nilai signifikansi 
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sebesar 0,017 

lebih kecil dari 

0,05; dan Sikap 

dan motivasi 

secara bersama- 

sama 

berpengaruh 

terhadap 

partisipasi 

masyarakat 

dalam lebih kecil 

dari 0,05. 

5 Nopa eprianti 

dan Sri 

Indarti (2020) 

Partisipasi 

Masyarakat 

sebagai Solusi 

Peningkatan 

Pembayaran 

Pajak Bumi dan 

Bangunan  

Metode dalam 

penelitian ini 

adalah penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah bahwa 

partisipasi 

masyarakat 

dalam membayar 

PBB sudah baik 

dan lancar. 

Masyarakat 

sudah peka dan 

aktif dalam 

membayar pajak. 

Walaupun masih 

ada yang belum 

sukarela dalam 

membayar PBB. 
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas terkait 

dengan Partisipasi Masyarakat dalam membaya pajak menunjukkan hasil temuan 

yang berbeda-beda dimana penelitian dari Julia Filing Kolatun (2021) tingkat 

kepatuhan masyarakat Kota manado sebagai wajib pajak sudah cukup baik dilihat 

dari realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan.Adapun penelitian dari Anggi 

Erlina, Elfina Okto, Posmaina Damanik,dan Vtryani Tarigan (2021) bahwa wajib 

pajak masih kurang berpartisipasi dalam membayar pajak. Dalam penelitian 

Mariatul Khiptiyah dan Intan Putri Winata(2022) tingkat kesadaran wajib pajak 

sangat rendah karena kurangnya tingkat pengetahuan tentang pajak dan kurangnya 

tingkat SDM (Sumber Daya Manusia)Dalam penelitian Susanti Wahyuningsih 

dan Yulianti (2018) bahwa sikap berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat 

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. sama halnya dengan penelitian yang 

dilakukan Nopa Eprianti dan Sri Indarti (2020) bahwa masyarakat sebagian sudah 

peka dalam membayar pajak bumi dan b angunan walaupun masih ada yang 

belum sukarela membayar pajak. 

Adapun persamaan dari penelitian penulis dan penelitian terdahulu yaitu 

menggunakan metode penelitian kualitatif. 
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C. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual penelitan adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu 

dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingn diteliti. Kerangka konsep 

didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. 

Adapun skema kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

D.  

E.  

 

F. 

G.  

 

 

H.  

 

 

I.  

Badan Pendapatan Daerah 

Kota Makassar 

Bagaimana Partisipasi Masyarakat 

Dalam Membayar Pajak Terhadap 

Peningkatan PBB di Kota Makassar ? 

 

Metode Analisis 

Kualitatif 

Hasil Analisis 
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J.  

 

 

K.  

 

 

 

 

Kesimpulan 

Rekomendasi 



 

 

 
 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Desainnya bersifat alamiah maupun bersifat rekayasa manusia yang 

lebih memperhatikan karakterisitik kualitas dan keterikatan antar kegiatan.  

Metode dengan pendekatan ini berkenan dengan interpretasi terhadap data yang 

ditemukan dilapangan olweh peneliti sebelumnya.Penelitian ini lebih menekankan 

makna daripada hasil. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian 

sesuai dengan judul yang telah ditetapkan. Penelitian ini berlokasi Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dipilih sebagai 

lokasi penelitian untuk penelitian ini. 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam 

membayar pajak terhadap peningkatan PBB di Kota Makassar. Fokus Penelitian 

merupakan suatu rangkaian bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan 

sebagai pusat atau pokok pembahasan di dalam suatu topik penelitian. Adanya 

focus penelitian ini memiliki harapan agar penelitian memiliki focus yang tepat, 

sehingga mampu mengumpulkan data dan melakukan analisis kata sesuai dengan 

tujuan penelitian.  
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D. Informan Penelitian  

Informan memiliki peran penting dalam penelitian kualitatif, dimana 

informan merupakan sumber data atau narasumber. Informan dalam penelitian 

adalah orang atau pelaku yang benar-benar mengetahui dan menguasai 

permasalahan, serta terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Dalam 

penelitian ini yang menjadi informan adalah  

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Data Kuantitatif 

Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka 

yang dapat dihitung. Data diperoleh dari angka-angka dalam bentuk 

tabel uang menunjukkan penetapan dan pajak bumi dan bangunan 

pada Badan Pendapatan Daerah kota Makassar. 

b. Data Kualitatif 

Data Kualitatif data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik 

secara lisan maupun tulisan. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu 

sejarah berdirinya perusahaan dan struktur organisasi pada Badan 

pendapatan Daerah kota Makassar. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti melalui 

pengamatan langsung dari hasil dokumentasi dan wawancara peneliti 

terhadap objek penelitian. 
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b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari hasil 

dokumentasi dan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang 

memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. 

F. Metode Pengumpulan Data  

Berikut metode pengumpulan data digunakan dalam peneitian ini dalam 

upaya mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti :  

1. Penelitian lapangan (Field Research) melibatkan pengamatan langsung 

terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu perusahaan, seperti: 

a. Wawancara Langsung (Interview) penelitian yang dilakukan peneliti 

dengan proses komunikasi berupa tanya jawab langsung kepada Kepala 

UPT PBB, dan Pegawai UPT PBB bagian Pendataan untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan. 

b. Pengamatan (Observation) yaitu penelitian yang dilakukan peneliti 

dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pegawai di 

kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. 

2. Dokumentasi  

Proses melihat atau menganalisis dokumen perusahaan digunakan dalam 

teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan 

informasi dengan melihat dokumen data penerimaan pajak bumi dan 

bangunan seperti Bukti Setoran Pajak atau Bukti Penerimaan Pajak. 
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3. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-

buku referensi, laporan-laporan, jurnal-jurnal dan media-media lainnya yang 

berkaitan dengan objek penelitian ini. 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara 

sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta 

dokumentasi agar dapat melaporkan hasil penelitian. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif pada dasarnya analisis deskriptif, diawali dengan 

pengelompokkan data yang sama, selanjutnya dilakukan interpretasi untuk 

memberi makna setiap sub aspek dan hubungan antara satu dengan lainnya. 

Kemudian dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk 

memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya yang 

menjadi fokus penelitian. 

 Makna di interpretasi dalam penganalisaan data dari sudut pandang informan 

dimana penelitian tersebut dilakukan. Penelitian kualitatif membuat interpretasi 

data dan penarikan kesimpulan secara ideografis (dalam bentuk kekhususan) dan 

bukan nomotetik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelitian kualitatif 

terikat nilai dan tempat serta tidak bersifat universal. Menurut Sugiyono 

(2016:246) analisis data Miles dan Huberman terdiri atas data collection, data 

reduction, data display, dan conclusion drawing/verification yang dilakukan 
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secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga mencapai titik jenuh. Teknik 

analisis data tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data (data collection) 

Langkah pertama dalam mengumpulkan data adalah triangulasi teknik. 

Triangulasi teknik menurut sugiyono (2016:241) merupakan teknik 

pengungkapan  yang dilakukan kepada sumber data. Tahap mengumpulkan 

data dimulai dengan observasi partisipatif, kemudian wawancara dengan 

narasumber serta dokumentasi.  

2. Reduksi Data (data reduction) 

Reduksi data dilakukan berdasarkan data yang diperoleh. Reduksi data 

dilakukan dengan pemilahan data dan klasifikasi data. Menurut sugiyono 

(2016:247) proses reduksi data berarti proses merangkum, memiliah hal-hal 

pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan 

polanya.  

3. Penyajian Data (data display) 

Menurut sugiyono (2016:249) penyajian data dalam kualitatif dapat 

dilakukan dengan berbagai bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart, dan sejenisnya. Setelah melakukan reduksi kemudian 

dilakukan perhitungan dengan rumus yang telah ditentukan. 

4. Kesimpulan dan Verifikasi (conclusion drawing/verifying) 

Langkah keempat menurut Miles dan Huberman (2016:252) adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan dan verifikasi 
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ini merupakan hasil yang menjawab keseluruhan penelitian menggunakan 

analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. 

H. Rencana Pengujian Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk 

menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan 

tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dati tubuh 

pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan bebnar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji 

data yang diperoleh. Uji keabsahan data yang dalam penelitian kualitatif meliputi 

uji credibility, transferability, dependability, dan cornfirmability (Sugiyono, 

2007:270). 

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai 

penelitian ilmiah perlu dilakukan uji kebasahan data. Adapun uji keabsahan data 

yang dapat dilaksanakan, yaitu: 

1. Credibility 

Uji credibility (kredibiltas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan 

sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. 

a. Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas dan/atau 

kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali 

ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data 
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yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan 

pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin 

terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga 

infomasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. 

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian 

difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang 

diperoleh yang telah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada 

perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang 

telah diperoleh sudah dapat diperanggungjawabkan berarti kredibel, maka 

perpanjangan pengamatan perlu diakhiri. 

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian 

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka 

kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam 

dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara 

mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, 

dan disajikan sudah benar atau belum. 

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara 

membaca referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen 

terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan 

cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan 

yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas. 

2. Triangulasi  
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William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas 

diartikan sebagai pengecekan data dari bebagai sumber dengan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273). 

1) Triangulasi Sumber 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melaluli beberapa sumber. Data yang diperoleh 

dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya 

dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data 

(Sugiyono, 2007:274). 

2) Triangulasi Teknik 

Untuk menguji kredibiltas data dilakukan dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk 

mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumnetasi. Bila 

dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang 

berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data 

yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar 

(Sugiyono, 2007:274). 

3) Data Wawancara 

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat 

narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih 

kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan 

wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda, 
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maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian 

datanya (Sugiyono, 2007:274). 

3. Analisis Kasus Negatif 

Melakukan analisis kasus berarti peneliti mencari data yang berbeda atau 

bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data 

yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-

data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin 

akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2007:275). 

4. Menggunakan Bahan Referensi 

Yang dimaksud dengan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data 

yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-

data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen 

autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2007:276). 

5. Mengadakan Member Check 

Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan utama 

member check adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam 

penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan 

(Sugiyono, 2007:276). 

6. Transferability 

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. 

Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil 

penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276). 
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Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat 

diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat 

bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam 

konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih 

dapat dipertanggungjawabkan. 

7. Dependability 

Reabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa 

percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang 

dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang 

dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh 

hasil yang sama pula. 

Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau 

pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan 

oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika 

bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih 

sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai 

pada pembuatan laporan hasil pengamatan. 

8. Confirmability 

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability 

penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah 

disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti 
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menguji hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, 

maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. 

Validasi atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang 

diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek 

penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

I. Operasionalisasi Konsep 

Operasionalisasi konsep dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat 

kepentingan dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan untuk 

memudahkan pemahaman dan pembahasan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian  

1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, Dinas 

Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan 

surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 115/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 

1973 yang terdiri dari beberapa sub dinas pemeriksaan kendaraan tidak 

bermotor dan sub dinas administrasi. 

Dengan keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang 

No. 74/S.Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 bersamaan dengan Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 tanggal 9 September 1975 Nomor 

Keu/3/22/33 perihal pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya 

Daerah tingkat II Ujung Pandang yang telah disempurnakan dan ditetapkan 

berubah nama menjadi Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian menjadi unit 

yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti halnya kantor 

pelayanan pajak,dinas pasar dan sub dinas pelelangan ikan serta sub-sub dinas 

yang ads pada unit-unit pendapatan daerah yang tergabung dalam unit-unit 

pendapatan daerah digabung dan dimasukkan dlam unit kerja Dinas Pendapatan 

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.Dengan berubahnya 

Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang menjadi Kota Makassar,maka 

secara otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II 

Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. 
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2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 

 

Gambarl 4.1 

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : Badan Pendapatan Daaerah 

 

3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 

1. Tugas Pokok 

Tugas pokok dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah 

merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengelola serta 

mengkoordinasikan kebijakan pendapatan daerah. 

2. Fungsi 



34 

 

 
 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan dan 

pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah. 

b. Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pemungutan 

pendapatan daerah. 

c. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional di 

bidang pendataan, penetapan, keberatan, dan penagihan serta 

pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, 

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan, dan 

pengelolaan bahan galian golongan C serta pajak/pendapatan daerah 

dan retribusi daerah lainnya. 

d. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional di 

bidang bagi hasil dan pendapatan lain-lain serta intensifikasi dan 

ekstensifikasi. 

e. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis opersional 

pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik 

daerah yang menjadi kewenangannya. 

4. Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Bapenda Kota Makassar 

1. Kepala Dinas 

Merencanakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi pekerjaan 

para anggotanya dan mengendalikan tugas-tugas dekonsentrasi, 

dekontruksi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan. 

2. Sekretaris 
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Sekretariat dinas dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di 

bawah tanggung jawab langsung Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai 

tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh unit kerja di 

lingkungan Dinas Pendapatan Kota Makassar. Dalam melaksanakan 

tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengelolaan kesekretariatan; 

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian; 

c. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD; 

d. Pelaksanaan urusan perlengkapan; 

e. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga; 

f. Pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Dinas 

Pendapatan; 

g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan. 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun 

rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola 

administrasi kepegawaian dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas. 

Dalam melaksanakan tugas sub bagian umum dan kepegawaian 

menyelenggarakan fungsi administrasi kepegawaian dan melaksanakan 

urusan rumah tangga dinas. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi 
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a. Melaksanakan penyusunan dan program kerja Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian; 

b. Menyelenggarakan pelaksanaan beberapa kegiatan urusan 

ketatausahaan meliputi surat menyurat, kearsipan, surat perjalanan 

dinas, dan pendistribusian surat sesuai dengan bidangnya 

c. Rumah tangga kantor 

d. Melaksanakan pengusulan promosi, mutasi dan pensiun; 

e. Melaksanakan usulan gaji berkala, usulan tugas belajar dan izin 

belajar 

f. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan 

di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas; 

g. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang 

kepegawaian, pelayanan, organisasi dan tatalaksana; 

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan 

bidang tugasnya. 

i. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat Korpri Kota Makassar; 

j. Melaksanakan tugas-tugas pembinaan terhadap anggota Korpri di 

unit kerja masing-masing; 

k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

3. Sub Bagian Keuangan  
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Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan 

melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sub 

Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: (Fathimatuz Zahra, 2020) 

a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan; 

b. Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah; 

c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) 

dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan 

konsultasi perencanaan kepada Bappeda melalui Kepala Dinas; 

d. Menyiapkan realisasi perhitungan anggaran dan penatausahaan 

perbendaharaan dinas; 

e. Menghimpun dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari masing-masing unit 

kerja; 

f. Menyusun laporan neraca SKPD dengan berkoordinasi dengan Sub 

Bagian Perlengkapan; 

g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

5.    Sub Bagian Perlengkapan 

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyusunan 

rencana kerja, pelaksanaan tugas perlengkapan, pembuatan laporan dan 
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evaluasi seluruh pengadaan dan penggunaan barang. Dalam melaksanakan 

tugas Sub Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program kerja Dinas Pendapatan; 

b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas; 

c. Menyusun usulan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) 

Sekretariat dan Bidang-bidang; 

d. Membuat Daftar Kebutuhan Barang (DKB) 

e. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) 

f. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran 

dan bahan penyusunan APBD; 

g. Menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada Dinas 

Pendapatan; menyimpan dokumen dan surat-surat berharga 

lainnya mengenai barang inventaris daerah; 

h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 

i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan. 

6. Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan 

Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan administrasi, perusahaan dan pendataan, penetapan, keberatan, 

penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak hotel dan pajak 

hiburan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pajak Hotel dan Hiburan I 

menyelenggarakan fungsi 
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a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya; 

b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, 

keberatan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, penagihan, 

pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan; 

c. Melaksanakan pengembangan sistem manajemen pengelolaan pajak; 

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; 

e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 

7. Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir 

Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, 

penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan 

Pajak Parkir. Dalam melaksanakan tugas, Bidang II Pajak Restoran dan 

Pajak Parkir menyelenggarakan fungsi 

a. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, 

keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, 

pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak 

Parkir; 

b. Melaksanakan pengembangan sistem manajemen pengelolaan pajak; 

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; 

d. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 

8. Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah 
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Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, 

penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi 

Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang III Pajak Reklame dan 

Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi: 

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya; 

b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, 

keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, 

pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi 

Daerah; 

c. Melaksanakan pengembangan sistem manajemen pengelolaan pajak; 

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; 

e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 

9. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan  

Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, 

Pajak Daerah dan Bagi Hasil Bidang IV Koordinasi, Pengendalian 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan 

Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pokok pengendalian, perencanaan, perumusan dan 

pelaksanaan pembinaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta 

pemeriksaan pajak dan retribusi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, 

penyelenggaraan fungsinya adalah sebagai berikut: 
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a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya; 

b. Koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi; 

c. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan 

ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; 

d. Koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya; 

e. Pengendalian, pelaporan dan verifikasi; 

f. Melaksanakan koordinasi antar bagian yang terkait dengan bidang 

tugasnya; 

g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan; 

h. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 

5. Visi dan Misi Badan Pendapatan Derah Kota Makassar 

Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah 

sebagai berikut: 

Visi : “pengelolaan pendapatan yang optimal online terpadu” 

Misi : Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, 

ditetapkan misi sebagai berikut: 

1. Mewujudkan pengelolaan PAD yang optimal berbasis IT secara 

terpadu dan terintegritasi. 

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki 

kompetensi dalam bidangnya. 
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3. Memantapkan kordinasi administrasi pengelolaan pendapatan dan 

keuangan daerah. 

B. Temuan Penelitian  

1. Pajak Bumi dan Bangunan  

Peraturan yang membahas perihal retribusi daerah dan pajak daerah 

yaitu (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, n,d.), yang menjelaskan 

Pajak Numi dn Bangunan pada tingkat desa maupun kota merupakan pajak 

yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dana tau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, selain wilayah yang 

dimanfaatkan untuk aktivitas bisnis seperti perhutanan, perkebunan, dan 

pertambangan. 

 Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang memiliki sifat 

kebendaan, yang berarti besarnya pajak yang pantas ditentukan oleh 

keadaan objeknya, besarnya pajak yang sesuai ditentukan oleh kondisi 

objek pajak yaitu tanah dan bangunan. PBB yaitu pajak yang secara luas 

difokuskan dan dikenakan atas kepemilikan maupun pemanfaatan bumi dan 

bangunan, maka dari itu setiap kepemilikan atau pemanfaatan atas bumi 

dan bangunan wajib dikenakan pajak (Yakin dan Amrulloh, 2018).  

Berdasarkan defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi 

dan Bangunan adalah punguttan pajak yang diperoleh dari bumi seperti 

tanah, perairan, termasuk rawa-rawa dan tambak, serta laut yang berada di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bangunan yang terdiri 

dari konstruksi tetap yang diletakkan  secara tetap di atas tanah atau 
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perairan. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan narasumber Bapak  dan 

Staff di bidang PBB :  

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan di Kota Makassar ? 

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah, S.E 

menyatakan bahwa “ Dengan melihat tren pembayaran pajak khususnya 

PBB bisa dipresentasekan berada pada kondisi fluktuasi. 

2. Apa saja hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan? 

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah, S.E 

mengatakan bahwa : 

1) Sebagian besar masyarakat Kota Makassar yang mayoritas secara 

perekonomian tergolong menengah kebawah mengakibatkan 

kurangnya kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak 

2) Sebagian besar masyarakat Kota Makassar khususnya yang berada 

di pesisir kota kurang mendapat informasi tentang pajak daerah 

(baik dari segi manfaat dan tujuan dalam membayar pajak tepat 

waktu dan tepat nilai) 

3) Kurangnya penekanan dan efek jera terhadap wajib pajak yang 

tidak membayar pajak, yang mengakibatkan kepekaan dan 

kepedulian masyarakat terhadap pajak itu sendiri berkurang dan 

tidak dijadikan prioritas.  
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3. Upaya apa saja yang dilakukan unuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan ? 

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Indirwan 

Dermayasair, S.ST. mengatakan: 

1) Memberikan hadiah kepada masyarakat 

2) Stimulan dan stimulus Pajak  

4. Bagaimana peningkatan pendapatan dari Kota Makassar berdasarkan 

penerimaan pajak Bumi dan Bangunan? 

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah, S.E  

mengatakan bahwa “berdasarkan presentase dana atau nilai normatif 

penerimaan PBB, dapat digambarkan mengalami peningkatan di setiap 

tahun. 

5. Apakah ada target yang harus dicapai setiap tahunnya? Jika ada 

bagaimana jika tidak mencapai target hal apa yang akan dilakukan? 

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah,S.E 

mengatakan bahwa” Ada,upaya yang dilakukan dalam pencapaian 

target yaitu :  

1) Penagihan dan menghimbau kepada wajib pajak yang belum 

membayar pajak yang dilakukan secara lisan ataupun dengan cara 

tertulis (Surat Himbuan, Surat teguran atau Surat edaran Walikota 

terkait pembayaran pajak). 

2) Pemasangan spanduk atau sticker terhadap wajib pajak yang 

menunggak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 
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3) Meningkatkan jumlah tempat pembayaran pajak dan fasilitas 

pembayaran pajak lainnya. 

6. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada wajib pajak jika tidak 

membayar pajak? 

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah,S.E 

mengatakan bahwa “ada tiga sanksi yang diberikan yaitu: 

1) Pengenaan denda sanksi administratif sebesar 2% per bulan 

2) Penagihan dan menghimbau kepada wajinb pajak yang belum 

membayar pajak yang dilakukan secara lisan ataupun dengan cara 

tertulis, (Surat himbauan, surat teguran, atau surat edaran walikota 

terkait pembayaran pajak) 

C. Pembahasan Hasil Penelitian  

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak langsung yang dipungut 

oleh pemerintah di masing-masing daerah, dimana hasil penerimaannya untuk 

kepentingan masyarakat di daerah tersebut.  

Masyarakat sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dengan 

membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan secara tepat 

waktu, agar tidak terjadi penumpukan utang pajak.  
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Tabel 4.1 

Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2018-2022 

NO Tahun 

Jumlah 

wajib 

Pajak PBB 

Jumlah wajib 

Pajak Yang 

Membayar 

PBB 

Jumlah 

wajib Pajak 

Yang Belum 

membayar 

PBB 

Persentase 

Jumlah 

Wajib 

Pajak 

Yang 

Membayar 

(%) 

1 2018 363.405 197.653 165.752 54,39% 

2 2019 352.334 203.696 148.638 57,81% 

3 2020 356.130 191.542 164.588 53,78% 

4 2021 363.834 191.226 172.608 52,56% 

5 2022 372.004 207.469 164.535 55,77% 

Total 1.807.707 991.586 816.121 54,02% 
    Sumber Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, jumlah wajib pajak yang 

berpartisipasi dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota 

Makassar berada pada tingkat yang kurang baik. Hal ini dilihat dari wajib pajak 

setiap tahunnya mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 

2018 wajib pajak yang terdaftar sebanyak 363.405 wajib pajak, namun hanya 

197.653 wajib pajak yang membayar kewajibannya hingga mencapai 54,39%. 

Kemudian pada tahun 2019, wajib pajak yang terdaftar sebanyak 352.334 dan 

yang membayar kewajibannya hanya 203.696 wajib pajak mengalami 

peningkatan 3,42% sehingga menjadi 57,81%. Sedangkan pada tahun 2020 wajib 

pajak yang terdaftar 356.130 tetapi hanya 191.542 yang membayar sehingga 

mengalami penurunan 4,03% sehingga menjadi 53,78%. Pada tahun 2021 juga 
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mengalami penurunan wajib pajak yang membayar sebesar 191.226 dari yang 

terdaftar sebesar 363.834 berada pada tingkat persentase 52,56% mengalami 

penurunan sebesar 1,12%. Pada tahun 2022 telah mengalami kenaikan tingkat 

persentase sebesar 3,21% menjadi 55,77%, wajib pajak yang membayar PBB 

sebesar 207.469 dari jumlah wajib pajak PBB yang terdaftar sebanyak 372.004. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat 

dalam membayar pajak PBB masih berada pada tingkat yang kurang. Selama 

periode 2018-2022 persentase partisipasi wajib pajak tidak pernah mencapai 

target, bahkan masih berada di tingkat yang sangat kurang hanya sebesar 54.02% 

untuk periode lima tahun terakhir.  

Rendahnya partisipasi yang ada disebabkan oleh beberapa hambatan yaitu 

sebagian besar masyarakat Kota Makassar yang mayoritas secara perekonomian 

tergolong menengah kebawah mengakibatkan kurangnya kemampuan wajib pajak 

untuk membayar pajak, sebagian besar masyarakat Kota Makassar khususnya 

yang berada di pesisir kota kurang mendapat informasi tentang pajak daerah (baik 

dari segi manfaat dan tujuan dalam membayar pajak tepat waktu dan nilai), dan 

kurangnya penekanan dan efek jera terhadap wajib pajak yang tidak membayar 

pajak, yang mengakibatkan kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap pajak 

itu sendiri berkurang dan tidak dijadikan prioritas, pernyataan ini didukung oleh 

hasil wawancara dengan Bapak Fardiansah, S.E. 

 Semakin tinggi partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak PBB maka 

semakin besar pula realisasi penerimaan pajak PBB. Walaupun tingkat partisipasi 

belum mencapai target tetapi realisasi penerimaannya mampu mencapai target. 
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Tetapi pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak PBB mengalami penurunan 

drastis dikarenakan tingginya target yang di tetapkan. Namun mampu menjadi 

penerimaan paling tinggi selama periode 2018-2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak 

Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar selama 

periode lima tahun terakhir mengalami perubahan yang sangat fluktuasi, hal ini 

terbukti dari terjadinya kenaikan dan penurunan setiap tahunnya.  

Ada beberapa penyebab rendahnya partisipasi yang ada di Kota Makassar 

yaitu sebagian besar masyarakat Kota Makassar mayoritas secara perekonomian 

tergolong menengah kebawah mengakibatkan kurangnya kemampuan wajib 

pajak untuk membayar pajak, sebagian besar masyarakat Kota Makassar 

khususnya yang berada di pesisir kota kurang mendapat informasi tentang pajak 

daerah (baik dari segi manfaat dan tujuan dalam membayar pajak tepat waktu 

dan nilai), dan kurangnya penekanan dan efek jera terhadap wajib pajak yang 

tidak membayar pajak, yang mengakibatkan kepekaan dan kepedulian 

masyarakat terhadap pajak itu sendiri berkurang dan tidak dijadikan prioritas. 

Walaupun mengalami kenaikan, partisipasi masyarakat dalam membayar pajak 

PBB bahkan belum pernah mencapai target sehingga masih  berada pada tingkat 

yang kurang. 

B. Saran  

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  
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1. Sebagai warga negara dan wajib pajak yang baik, sudah seharusnya 

dapat memberikan partisipasi dalam upaya membantu membangun 

daerah dengan tidak menunda dan selalu membayar pajak pada saat 

jatuh tempo. Wajib pajak juga harus dapat menumbuhkan kesadaran 

diri yang lebih tinggi untuk membantu berperan dalam membantu 

mensejahtererakan daerah. 

2. Peneliti juga berharap agar petugas pajak dari Badan Pendapatan 

Daerah dapat memberikan motivasi, penyuluhan dan sosialisasi secara 

berkala kepada masyarakat wajib pajak untuk meningatkan 

partisipasinya dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Kota 

Makassar.  
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3. Hasil Wawancara Mendalam 

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kota Makassar ? 

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah, S.E 

menyatakan bahwa “ Dengan melihat tren pembayaran pajak khususnya PBB 

bisa dipresentasekan berada pada kondisi fluktuasi. 

2. Apa saja hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan? 

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah, S.E 

mengatakan bahwa : 

a. Sebagian besar masyarakat Kota Makassar yang mayoritas secara 

perekonomian tergolong menengah kebawah mengakibatkan kurangnya 

kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak 

b. Sebagian besar masyarakat Kota Makassar khususnya yang berada di 

pesisir kota kurang mendapat informasi tentang pajak daerah (baik dari 

segi manfaat dan tujuan dalam membayar pajak tepat waktu dan tepat 

nilai) 

c.  Kurangnya penekanan dan efek jera terhadap wajib pajak yang tidak 

membayar pajak, yang mengakibatkan kepekaan dan kepedulian 

masyarakat terhadap pajak itu sendiri berkurang dan tidak dijadikan 

prioritas.  

3. Upaya apa saja yang dilakukan unuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan ? 



 

 

 
 

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Indirwan Dermayasair, 

S.ST. mengatakan: 

1. Memberikan hadiah kepada masyarakat, jadi setiap bulan kami 

melakukan pengundian kepada masyarakat untuk memberikan mereka 

terkait stimulus untuk membayar pajak.  

2. Upaya-upaya terkait dengan stimulus harus bayar 

4. Bagaimana peningkatan pendapatan dari Kota Makassar berdasarkan 

penerimaan pajak Bumi dan Bangunan? 

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah, S.E  

mengatakan bahwa “berdasarkan presentase dana atau nilai normatif 

penerimaan PBB, dapat digambarkan mengalami peningkatan di setiap tahun. 

5. Apakah ada target yang harus dicapai setiap tahunnya? Jika ada bagaimana 

jika tidak mencapai target hal apa yang akan dilakukan? 

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah,S.E 

mengatakan bahwa ”Ada,upaya yang dilakukan dalam pencapaian target yaitu 

: 

1. Penagihan dan menghimbau kepada wajib pajak yang belum membayar 

pajak yang dilakukan secara lisan ataupun dengan cara tertulis (Surat 

Himbuan, Surat teguran atau Surat edaran Walikota terkait pembayaran 

pajak). 

2. Pemasangan spanduk atau sticker terhadap wajib pajak yang menunggak 

dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 



 

 

 
 

3. Meningkatkan jumlah tempat pembayaran pajak dan fasilitas pembayaran 

pajak lainnya. 

6. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada wajib pajak jika tidak membayar 

pajak? 

Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Fardiansah,S.E 

mengatakan bahwa “ada tiga sanksi yang diberikan yaitu: 

1. Pengenaan denda sanksi administratif sebesar 2% per bulan 

2. Penagihan dan menghimbau kepada wajinb pajak yang belum membayar 

pajak yang dilakukan secara lisan ataupun dengan cara tertulis, (Surat 

himbauan, surat teguran, atau surat edaran walikota terkait pembayaran 

pajak 
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